
BUPATI
PROVINSI

BOALEMO
GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 33 TATIUN 2()16

TENTANG

KEDUDUI(AI{, susuNAlt ORGANISASI' TUGAS' FUIIGSI DAN TATA KER''I4

DINASKEPENDUDUI{ANDAt{PENCATATANSIPIL

Menimbang :

DENGAil RAIIMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA
BUPATI BOALEMO'

a.bahwaberdasarkanketentuandalampasal3ayat(3)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,

susunanorganisasi,tugas,fungsidantatakerjaperangkat
daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

padahurufa,perlumenetapkanPeraturanBupatitentang

Kedudukan,SusunanOrganisasi,T\rgas,FungsidanTata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil '

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraal}NegarayangBersihBebasdariKorupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun:.9ggNomorT5,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun L999 tentang

PembentukanKabupatenBoalemo(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor L78' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3839);
SebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor

10 Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas undang-undang

Nomor 50 Tahun lggg tentang Pembentukan

KabupatenBoalemo(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2OO0 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3965 );

Mengingat :



Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO6O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 201'4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot6 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentrrkan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor

302).

Menetapkan :

. MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembanfiran dengan priflslp otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

tTahun 1945. :

4.

5.

6.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggala

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bupati adatah Bupati Kabupaten Boalemo.

6. Setrretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

Z. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Kependudukan ,Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Boalemo.

8. Kepala adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Boalemo.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural'

:

BAB II
I{tDUDt KAN, $USUmn ORGAIYISASI, TUGAS DAlt FITNGSI

Bagiar Kesatu

Kedudukaa

Pasal2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungiawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagi,an Kedrra

Susunan Organlsasi

i

Pasal 3;

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari 
':

b. Sekretaiat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Seksi Identitas Penduduk

2. Seksi Pindatr Datang Penduduk



(21

(3)

(4)

(s)

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Seksi Kelahiran dan Kematian

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status anak

e. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Administrasi Kependudukan

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2. Seksi Pengolahan Dan Penya,iian Data Kependudukan

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

g. Kelompok Jabatan F\rngsional

Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
!

Sekretaris yang berada dan bertanggUngiawab kepada Kepala Dinas,

Seksi dan Sub Bagran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala sub

Bagran yang berada dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang dan

Sekretaris Dinas. 
i

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kompetensi dan

kemampuan sesuai bidangnYa.

Stnrktrrr Organisasi Dinas sebagaimana tercanttrm dalam lampiran

Peraturan BuPati ini. :

Baglran KGtrga

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di O1O*U

kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perulrdang-

Bagian KeemPat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam pasal 2, Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

evaluasi kebijakan teknis

t



b. Penyiapan bahan pen5rusunan rencana, dan program dibidang pelelolaan

dan pelayanan kependudukan dan pencatatan cipil dan penerbitan

kutipan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan , Akta Perceraian , Akta

Kematian , Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

Penyrapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis terhadap kegiatan

UPTD dalam lingkuP tugas dinas;

penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan

pengelolaan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil serta

meberikan laporan dan PenYuluhan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BAB III
PEI{.IABARAN TT'GAS DAI{ FI'NGSI

Kepala Dlnas 
)

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai hrgas melaksanakan urusan pemerifrtahan

daerah yang menjadi kewenangan pemerintatr Kabupaten Boalemo di

bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan sipil;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi : 
.

a. Memmuskan kebijakan teknis, 'lingkup perencanaan pelayanan

administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara

terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan'

b. Mengkoordinasikan program/kegiaten dan penganggaran lintas sektor,

berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan elisien dan efel'rftif;

c. Membina dan mengarahkan unit pelaksana tekhnis berdaparkan

pedoman agar terciptanya keterpaduan program;

d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan atrrran Yar-rg ada

agar tertibnya administrasi perkantoran;

e. Menindaklanjuti program/kegiatan: Administrasi kependudukqn dan

pencatatan sipil secara teknis dalarn lingkup kewenangan agar adanya

kesinambungan Program; 
:

f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan fencana

kerja agat diperoleh data perkQmbangan

pencatatan siPil;

dan perhrmbuhan da4

{

d.

e.

(1)

(21



g. Melaporkan hasil program/kegiatan, kepada pimpinan dalam bentuk

dokumen sebagai laporan hasit pertanggung jawaban pelaksanaan

kegiatan; 
i

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang:lain yang diperintahkan pir4pinan

baik lisan maupun tertulis; :

.

Bagian Kedua

Sekretaris

hsal 7
(1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tat& tlsaha,

perlengkapan rumah tangga dan urrrsan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayqt (U

sekretarismenyelenggarakanfungsi: :

a. Merencanakan operasional program/kegtatan dan penganggaran melalui

forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program;

b. Membagi tugas program/kegiatan: melalui unit kerja bfldang,

berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;

c. Memberi petuqiuk pelaksanaan program/kegiatan berda$arkan

pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mengatur personil dan peflata usahaan barang dan jasa Besuai

ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik;

e. Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik

langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk

dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;

f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit berdasarkan 4turan

yangada,agatdiperolehdokumenpertanggungjawaban;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yasg diperintahkan pimpinan baik

lisan maupun trrlisan;

Kepala Sub Bagtan Pen54sunan Progran

Pasat 8

(1) Kepala sub Bagian Penlmsunan Proglam mempunyai tugas melakukan

penyiapan koodinasi dan penyusunan program dan "ttgg*l
penysunan laporan serta melaksanakan tugas-tugas lainya sesuai fungsi

kedinasan 
I
I



(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

sub bagian pen3rusunan program menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan; '

b. Menyiapkan bahan kerja 
',

c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan

mendekumentasikan Peraturan Perundang-undangan yang

berkaiatan dengan program dan kegiatan Dinas;

d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka

pengembangan Program kerja Dinas;

e. Mengkoordinasikan penJrusunan rencana kebutuhan dan pengadaan

barang sesuai Perahrran Perundang-undalgan yang berlaku;

f. Mengkoordinasikan pen5rusunan :Restra-Dinas, Reqia-Dinas, KUA-

Dinas, PPAS-Dinas dan PPA-Dinas;

g. Mengkoordinasikan penJrusunan perencanaan tugas pembanhran;

h. Mengkoordinasi penyusunan bahan Laporan Penyelenggafanaan

Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban (LKPJ) Bupati, l,aporan Kinerja Intasi

Pemerintah Daerah (LAKIP), indeks kepuasan masyarakat (IK$;

i. Men5rusun petunjuk pelksanaan dan petunjuk teknis;

j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkatr atau tindakkan yang diambil sesuai bidang ttrgasnyai ',

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengqn
:tugasnYa; 
.

1. Mengevaluasi dan men;rusun laporan pelaksanaan ttrgas' 
'

:

Kepala Sub Bagiaa: Keuangnn

Pasal 9

(1) Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penylapan koordiansi

dan pelaksanaan pengelola keuangan, penatausahaan, *,T."t
verifikasi dan pembukuan, pen3rusunan laporan serta tugas-tugfls lain

:

sesuai fungsi kedinasan

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 4yat (1)

kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi':

a. Menyusun rencana kerja kegiatan;

b. MenYiaPan bahan kerja; , .

c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai

ketentuan Peraturan Perundangundangan yang bertaku; I
I



Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sitem akuntansi

pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlalru;

Mengkoordinasikan pen]rusunan RI(A -Dinas dan DPA-Dinas;

Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada

keuangan atau pengadministrasi keuangan;

Menyusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan penatausahan keuangan dan barang tugas

pembantuan;

Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan'

Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertangungi awaban pengelolan aset;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnYa;

1. Mengevaluasi dan men]nrsun laporan pelaksanaan trrgas

Kepala Sub Bagtan Umum dan Kepegawaian

Pasal 1O

Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakr.rkan urusan persuratan, urusan tata usaha, kerafsipan,

administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 
lenatal

barang milik negara, penyusunan laporan serta tugas-ttrgas lain sesuai

fungsi kedinasan.

(21 Datam melakasanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan kepegaryaian menyelenggaral<an furlgsi :

a. Membuat rencana kerja dan urus€rn rumah tangga serta i'*:*
kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar di perolehny{ daftar

kegiatan dan kebutuhan;

b. Membagi tugas personil, berdasarkan hrgas dan fungsi, 4gar di

perolehnya peineraatan pekerjaan;

c. Mengattrr dan member pefinjuk tentang kepegawaian, berd4sarkan

ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja;

d.

e.

f.

h.

j.

(1)

d. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui

agff diPeroleh data Yang akurat;

Bidang/unit



e. Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas

dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja;

Melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencalla kerja, sehingga

adanya dokumen Penilaian;

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan

maupun tulisan;

:

Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendukuk

Pasat 11

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksana

kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan pertncanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pendaftaran Penduduk;

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;

g. Mengoord.inasian penatausahaan Pelayanan pendaftaran penduduk

yang meliputi pemerian Nomor Induk Kependudukan (NIK),

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Karhr Tanda Penduduk (KTP);

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan

tugasnYa;

i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk'

Kepala Seksi ldentitas Penduduk

hsal 12 .

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas mel4lmkan

penyiaparrdahandanperencanaan,perumusankebi$akarrteknis,
pembinaandankoordinasisertap.elayanandanpenerbitando[nrmen

pendaftaran penduduk, pen]rusunan laporan serta tugas-hrg{s lain;

sesuai fungsi kedinasan f
.,

(1)

(21

(1)



(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi identitas penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan Perencanaan,

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi

pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

c. Pelaksanaan dan fasititas penerbitan Kartu Keluaraga (KK), Karhl

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk (KIP) Musiman,

Kartu Identitas Kerja (KIK) dan Keterangan Domisili Sementara;

d. Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas

pendaftaran penerbitan perubahan dokumen kependudukan

(perubahan/penambahan nalna, perubahan status dan perubahan

karena Peraturan Perundang-undangan) serta pengelolaan dan

peristiwa kepen{udukan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai de{rSan

flrgasnya; 
i

Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya'

Kepala Seksi Ptndah Datang Penduduk

Pasal 13

(1) Kepala seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan

penyajian bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pindah datang

penduduk dan pelaksanaan pendataan penduduk, penyusunan laporan

serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan'

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi pindah datang penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. PenyiaPan bahan Perencanaan;

b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

^1^ J^t^-- -^-l"lrtlr.pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

c. Pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian

pendaftaran penerbitan perubahan dokumen

(perubahan/penambahan nalna, perubahan status dan bahan

karena Peraturan Perundang-undangan) serta pengelolaan dan

peristiwa kePendudukan;
penyrapan b** pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian perkas
rerlyraPrr.rl lJaa.lrclrr yvr^u4Lr{ s",

pendaftaran serta pengelolaan data mutasi penduduk;

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

e.

(2)

i

d.

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;



f. Koordinasi perpindahan penduduk dalam didaerah /luar daerafi, atar

provinsi dan atar Negara;

g. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penylapan bahan

pemecahan perrnasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai delrgan

tugasriya:'

i. Evaluasi dan penytrsunan laporan tugasnya'

Bidang Pela5ranan Pencatatan Sipil

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai tugas

melaksanakan penylapan perumusanrkebiiakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil'

(21 Dalam melaksanakan hrgas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b.Perumusankebirjakanteknispencatatansipil;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan "

Pencatatart siPil;

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan penerbitan dolmmen pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

h. Mengkoordinasikan penatausahaan pelayanan pencatatan sipll yang

meliputi pencatatan kelahiran, lahir dan perceraian bagi penduduk

yang beragama bukan islam, kematian, pengangkatan anak,

pengakrran anak dan pengesahan anak, penrbahan narna,

Penrbahan statrrs kewargan"*t'a*,

i. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penylapan bahan

pemecahan perrnasalahan sesuai: bidang tugasnya;

j.Melaksarrakantugaslainyarrgdiberikarrolehatasansesrraidengan

ttrgasnYa;

k. Evaluasi dan penyrsunan laporan tugasnya' t
I



Kepala Sckst Kelahttan dan Kematlan

Pasat 15

(U Kepala Seksi Ketahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusErn kebiiakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

dibidang pelayanan pencatatan sipil. 
i

t2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi kelahiran dan kematian menyelenggarakan fungsi :

a. penYiaPan bahan Perencanaan 
:

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan Kematian;

c. melaksalakan pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verifrkasi

dan validasi kebenaran data kelatrirani

d. melaksalakan pemeriksaan berkas permohonan dan penelitian

persyaratag, verifikasi dan validasi kebenaran data l4porln

kelahiran i '

e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang hrgasnya;

f. Pelaksanaan inventarisasi, identilikasi dan penyiapan bah4n

pemecatran perrnasalahan ssesuai bidang tugasnyai ,

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
:

tugasnYa; 
'

h. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya'

Kepale sGkst Perkawlnan, Perceraiaa, Perubahan status Ansk

dan Pewargalegaraan 
.

hsal 161 ,

(1) Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan mempunyai tugasrmelaksanakan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan :teknis, pembinaan dan koordinasi

dalam pelaksanaan pelayanan dan :penerbitan dokumen Perka[r'inan,

Perceraian, Perubahan status Anak dan Pewarganegaraan;

(21 Datam menlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi perkawinan, perceraian, pembahan status anak dan

pewarganegaraan memnyelenggarakalr fungsi

a. PenYiaPan bahan Perencanaan, t



b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian dan

perubahan status Anak dan pewarganegaraan;

c. Melaksanakan pencatatan, penerimaan berkas permohonan,

pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verifikasi dan validasi

kebenaran data perkawinan, perceraian dan perubahan status

Anak dan Pewarganegaraan ;

d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

, tugasnYa; '

g. Evaluasi dan penytrsunan laporan tugasnya'

Bidang Pengelolaan Informasi Admlnistrasi Kependudukan

hsal 1? . l

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

mempunyai tugas " melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan; 
i

l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

bidang pengelolaan informasi adminisrasi kependuduk4n

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kePendudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi

kePendudukan; .

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan; 
:

d. pelak'sanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

e. Pengendalian dan evaluasi petraksanaan pengelolaan informasi

administrasi kePendudukan;

f. Melaksanakan pembuatan data statistic dan laporan data serta

Pemberianan PelaYanan informasi;

g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkahatautindakanyangdiambilsesuaibidangtugasnya'+
{



h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penylapan bahan

pemecahan perrnasalahan ssesuai bidang hrgasnya;

Melaksana}an tugas lain yang diberikan oleh atasal eesuai dengan

ttrgasnya;

Evaluasi dan penSrusunan laporan ttrgasnya.

I

Kepala SGAst Informasl Admfnbtrasl l(ependudultan

Pasal 18

Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas

penyiapan bahan perencanaall, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi dalam system informasi administrasi

kependudukan, pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia

teknologi informasi dan komunikasi, penlrusunan laporan serta tugas-

tugas lain sesuai fungsi kedinasan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi informasi administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiaPan bahan Perencanaan; 
,

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

c. Melaksanakan pelayanan data dan informasi administrasi

kependudukan;

d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan;

e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakkan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pen)napan bahan

pemecahan perrnasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya;

h. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya'

Kepalasck3tPeagolahanDanPenyaJtanData

Pasal 19

(1) Kepala seksi Pengolahan Data Dan Penyajian Data mempunyai tugas

tugasmelakukanpenyiapanbahanperencanaan,perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dal€rm pelaksanaan

i.

J.

(1)

(21

pengelolaan dan penyajian data kependudukan'

serta tugas ; tugas lain sesuai fungsi kedinasan'

penyusunan lPPorart

f



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi pengolahan data dan penyajian data menyelenggarakan fungsi :

Penyrapan bahan Perencanaan;

Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
'

pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

Menyusun dan mengelola data base adminstrasi kependudukan;

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan

pemecahan perrnasalahan sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnYa;

g. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya'

:

BtdengPemanfaetanDatadaalnonraslPolayanan

Pasat 20

Kepala Bidalg Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyar

tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaT,Iusan-

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di Bidang Pemanfaatan

Data dan Dekumen Kependudukan, kerjasama administrasi

kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan"

Dalam melaksanakan hrgas ssfoaSaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

bidang pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelensB4rakan

tungsi : 
:

a. penlrusunan perencanaan pemanfaatan data dan dotnrmen

kePendudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen

kePendududukan;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi

data dan dokumen kePendududukan;

pelaksanaan Pemanfaatan

Pelaksanaanpemallfaatandatadandokumenkependududukan;

Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

Pelaksanaaninovasipelayananadministrasikependudukan;

Pengend.aliandanevaluasipelaksanaanpemanfaatandatadan
dokumen kePeridudukan;

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenal

langkah atau tindakan ymrgdiambil sesuai bidang tugasnya;
t

a.

b.

c.

d.

e.

(1)

(2)

d.

e.

f.

g.

h.



1.

J.

k.

,

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan ttrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengart

ttrgasnya;

Evaluasi dan penyrrsunan laporart hrgasnya.

Kepala SeLst KerJarana derr laovasi Pela5ranaa

Pasal 21

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas

melalmkan penyiapan bahan perencanaan, perumus€ul kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Kerjasama dan Inovasi

Pelayanan Administrasi Kependudukan, penJrusunan laporan serta

tugas-ttrgas lain sesuai fungsi kedinasan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi kerjasama dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyrapan bahan Perencanaan;

b. Pemmusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan kerja sama dan Inovasi Pelayanan administrasi

kependudukan;

c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

d. pelaksanaan - inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan

pemecahan perrnasatahan sesuai bidang tugasnya;

e. Melaksanakan hrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnYa;

f. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya'

Kepala scksi Pemanfaataa Data Dan Dokumel Kependudukan

Pasal 22

Kepala Seksi Pemanfatan Data dan Dokumen Kependudukan

mempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanperencanaan'
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam

pelaksana€rn Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan'

penyusunan laporan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan',1

(1)

(21

(1)



{21 Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi pemanfatan data dan dokumen kependudukan menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyiapan bahan Perencanaaru

b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaaan p"emanfaatan data dan dokumen kependudukan;

c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan

pemecah€ur permasalahan sesuai bidang tugasnya;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya;

f. Evaluasi dan penyusunan'laporan tugasnya'

BAB VI

I(EIOMPOK JABATAIT tr'UITGSIONAL

Pasal 23

Pada Dinas dapat ditetapkan :kelompok Jabatan fung'sional

berdasarkan keahlian dan spesilikasi yang dibutuhkan sesuai dengan

Kelompok Jabatan F'ungsional mempunyai tugas melakrrlran sepagian

ttrgas,finas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan'

ksd 24:

Kelompok Jabatan F'ungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatpr dan ditetapftan berdasarkan Peraflrran Peru4dang;

undarrgan;

Kelompok Jabatan F'ungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas;

Jumlah tenaga fungsional ditenhrkan berdasarkan kebuhrh4n dan

beban keda;

(1)

(21

(1)

(2t

(3)

Pembinaanterhadaptenagafungsionaldilaksanakan

ketentuan Peraturan Perundang=undangan'

sesuai dengart

I
t

(4)



(1)

BAB Iv
TATA KEzuA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi'

integrasi dan sinkronisasi, baik d"ll* lingkungan masing-masing

maupun atar saturo org"rrisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta

dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing;

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta pentunjuk-pentunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen]rusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannYa;

Dalam melaksanakan tUgas, setiap pimpinan satuan organrsasr

dibantu oleh satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing' wajib

mengadakan raPat berkala'

BAB V

JABATAT{ PERAITGI$T DATRAII

Pasafl26

(1) Kepala Dinas merupakhn jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan [inggi

pratama.

Sekretaris Dinas merupakan jabat4n eselon IIIa

administrator.

Kepalabidangmerupakarrjabatansrukturaleselonlllb
administrator.

{21

(3)

(4)

(s)

(21

(3)

atau jabatan

atau jabatan

menrpakan ja,batan

t
(4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada dinas

srukturaleselonlVaataujabatanpengawas.



BAB V

I{ETEilTUAIT P$N'fl'P

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeratUran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 9l 0Er€llt@ 2016

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal

SEKREIARIS

2016

I{ABT'PATEil BOALEMO

tt

./
_ 

-,::*P

ABDUL TIAItrID

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2Ot6 NOMOR s.c. t
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